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KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
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TENTANG

PEMBENTUTAN TIM TERPAI)U PET{GAWASAI{
ORGAI{ISASI KEMASYARAI(ATAN PROVINSI LA"DIPI'NG TAHUN 2023

GT'BERIII,'R LAMPI,'NG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang
Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu
membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan Provinsi l.ampung Tahun 2023 dan
menetapkannya dengan Keputusan Gubernur l,ampung;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol3 tentang
Organisasi Kemasyaralatan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Fusat dan
Pemerin tahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Cubemur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayahprovinsi s€fagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2Ol 1;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol3
tentang Organisasi Kemasyarakatan ;

6. Peraturan Pemerinta.h Nomor 59 Tahun 2O16 tentang
Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga
Negara Asing;

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang TataCara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh
llganis3si Kemasyarakatan dalam pencegahan tinaak
Pidana Pendanaan Terorisme;

8. Peraturan Presiden 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Regional;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017
*lhTg Pengawasan Organisasi Kemasyarakatandilingkungan Kementerian Dal"am Negeri aL pemerintah
Daerah;



)

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017
tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi
Organisasi Kemasyarakatan ;

11. Peraturan Daerah Provinsi l,ampung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi l.ampung;

12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggxan 2023;

13. Peraturan Gubemur l,ampung Nomor 38 Tahwn 2O22
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 22O1328/SJ Tahun 2022
tentang Penguatan Pengawasan Tim Terpadu Pengasawan
Ormas di Daerah;

MEMUTUSKANI

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

IIEPUTUSAIS GUBERITIIR TEI{TA!5G PEMBEITTT'XAI{ TIM
TERPADU PEITGAIf,ASAIT ORGAITISASI I(TMASYARAI(ATAIT
PROVIilSI L/\UPTII|G TAHUI| 2023.

Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan
susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Keputusan ini.
Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai
tugas pokok sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Pengawasan Organisasi

Kemasyarakatan Tahun 2023;
b. melakukan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
c. mengoordinasikan, mengarahkan dan mengendatikan

organisasi kemasyarakatan; dan
d. melaporkan hasil pengawasan organisasi kemasyarakatan

kepada Gubernur La.mpung.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud
pada Diktum Kesatu dibantu oleh Sekretariat Tim yang
berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan politik Oaeraf
Provinsi la.mpung, dengan susunErn personalia sebagaimana
tercantum .dalam Lampiran II Keputusan ini, dengair tugaspengadministrasian dan menyusun jadwal - kegia;an
pengawasan serta tugas lain yang diberikan Tim.
Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada DiktumKesatu dan Diktum ketiga, diberikan ho.ro.a.ium p..oo"S,perbulan terhitung sejak bulan Januari Z0i3 sampai denganbulan Desember 2023 dengan UerpeAoman Lpada peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun ZOZO teitangs;;; Harga SatuanRegional.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksudpada Diktum kesatu melapoik"r, h"";i-;';k;naannya danbertanggungiawab kepada Gubemur ;fi;;*

KELIMA
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KEENAM

KETUJUH

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi lampung Tahun Anggaran 2O23 pad,a Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah Provinsi t ampung dalam kegiatan Perumusan
kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang
pemberdayaan organisasi masyarakat dengan Kode Rekening
8.01.04.01.03 dan/atau sumber anggaran lain yang sah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal // - 7 -
GI'BERITT'R LIIilPI'IIG,

2023

ARINAL DJUITNDI

Tembusan:
1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamalan Rl di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar l^ampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi L.ampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi t ampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

KEDELAPAN
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I,AMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : O/llfl/Vt.OZ /HK/2O23
TANGGAL : // - 2023

SUSUIYAI{ PERSOI{ALIA TIM TBRPA,DU ?EI{GAWASAIT ORGAI{ISASI
XEUASIYARAIIATAIT PROVITSI LAUPUI{G TATII'I5 2023

III. Sekretaris

ru. Anggota

Gubernur kmpung
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Lampung

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah Provinsi Lampung

l. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
la.mpung

2. Direktur Intelkam Polda Lampung

3. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung

4. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi l.ampung

5. Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil
Kementerian Hukum dan HAM Provinsi l,ampung

6. Kepala Bagran Oprasional Badan Intelijen Negara
Daerah Lampung

7. Kasi Intel Korem 043/Gatam

8. Dra. Tavina AraIah (Analis Kebijakan Ahli Muda
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi l,ampung)

GT'BERITT'R L'\UPUIIIG,

ARINAI DJUI{AIDI

L Penanggungiawab

II. Ketua
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I. Ketua

II. Anggota

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NoMoR : cllf,4l vt.o7 /HKl2023
TANGGAL : /1 '7- 2023

SUSUNAN PERSOI{ALIA SEKRETARIAT TIM TERPADU PENGAWASAN
ORGANISASI KEMASYARANATAN PROVIilSI LAMPUNG TAHUN 2023

Nita Dwi Santri, S.A.B (Analis Organisasi Masyarakat Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)

1. Mathofani, S.Sos (Analis Kebijakan Ahli Muda Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi La.mpung)

2. Abdullah, SE (Analis Sosial Budaya Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Daerah Provinsi l-ampung)

3. Jamaludin (Pengadministrasi Umum Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Daerah Provinsi l,ampung)

4. Sapri (Pengadministrasi Umum Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Daerah Provinsi l.ampung)

5. Sulisdianto (Pengadministrasi Umum Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Daerah Provinsi t ampung)

6. Elmi (Pengadministrasi Umum Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Daerah Provinsi Lampung)

GUBERITUR LAMPUITG,

ARINAL DJUNNDI


